
Menimbang 

Mengingat 

GUBERNURSUMATERASELATAN 

PERATURAN DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN 

NOMOR 2. TAHUN 2021 

TENTANG 

ARSITEKTUR BANGPNAN GEDUNG BERORNAMEN 

JATI DIRI BUDAYA DI SUMATERA SELATAN 

OENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

a.  bahwa budaya daerah di Sumatera Selatan berupa 
Arsitektur, Bangunan Gedung Beromamen Jati Diri 
Budaya merupakan bagian kebudayaan bangsa Indonesia 
dan merupakan aset nasional yang keberadaannya perlu 
dipelihara, �ibina, dimanfaatkan, dan dimajukan, 
sehingga dapat berperan dalam memperkokoh jati diri dan 
akar budaya l!>angsa; 

b .  bahwa Arsitektur Bangunan Gedung Beromamen Jati Diri 
Budaya telah1 diakui sebagai Warisan Budaya Tak Benda 
Indonesia oler,- Pemerintah melalui Penetapan Sertifikat 
Nomor 153984O/MK.A/DO/2014 untuk Rumah U1u dan 
Penetapan Sehillkat Nomor 60022/MK.E/KB/2017 untuk 
Ru.mah Basehiah dan sesuai dengan Pasal 43 Undang­
Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya 
Perlu diatur pemajuan dan pemanfaatannya, sehingga 
dapat menjadi daya tarik dan destinasi pariwisata; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalarn hurur 

1
a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen 
' , 

Jati Diri Budi!i.y a  di Sumatera Selatan; 
l 

1. Pasal 18 ay�t (6) dan PasaJ 32. Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
73, Tambah,m Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1821); 
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3. Undang-Undalfg Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lem!Daran Negara Republik Indonesia Tahun ' 
2002 Nomor j34, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4247); 

4 .  Undang-UndJg Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ! 
Ruang (Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tarii.bahan Lembaran Negara Republik ' 
Indonesia Nom'or 4725); 

! 
5. Undang-Undarig Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

KepariwisataaA (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 N¢mor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indo4 esia Nomor 4966); 

6. Undang-Und8.!ilg Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan IPermukiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T�un 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republ1

k Indonesia Nomor 5188); 

7. Undang-Undaq.g Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan !Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Le�baran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebaga'imana telah diubah dengan Peraturan 
Undang-Und;J.g Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

I 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pemtlentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran NJgara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, i Tambahan Lembaran Negara Republik ' 
Indonesia Nonior 6398); 

I 
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 

Budaya (Lefubaran Negara Republik Indonesia Tahun 
I 

2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Non{or 5168); 

9 .  Undang-Unda.6.g Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan j Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Ta1)bn 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Repuli>lik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberaJa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-\.i

[ 

ndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Ta!iun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undabg Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan 
Kebudayaan (l:mbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 romor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndopesia Nomor 6055); 

I 
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11. Peraturan Daetah Nomor 12 Tahun 1988 tentang Rapat 
Adat, Pemangib Adat dan Pembina adat di Sumatera 
Selat.an (Lembkan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 
Noroor 5 Tahu

l
l 1988); 

12. Peraturan Da rah Nomor 8 Tahun 2013 tentang 
Pembinaan Pexfyelengaraan Bangunan Gedung (Lembaran 
Daerah Provins,1 Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 8); 

I 
13. Peraturan Da'erah Nomor 4 Tahun 2015 tentang I 

Pelestarian Bufaya Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 
Sumatera Selat:an Tahun 2015 Nomor 4); 

I 
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang 

Pelestarian cJgar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi 
Sumatera Sela4m Tahun 2017 Nomor 4); 

Dengan Pdrsetujuan Bersama 

DEWAN PERW4KILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINS! �UMATERA SELATAN 

l dan 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

MEMUTUSKAN: 

i 
: PERATURAN DAERAH TENTANG ARSITEKTUR BANGUNAN 

GEDUNG BEROR�AMEN JATI DIR! BUDAYA DI SUMATERA 

SELATAN. 1 

i ' 
l 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini , yang dima.ksud dengan 
1. Daerah adalah !ctaerah dalam wilayah Provinsi Sumatera 

! Selatan. ' ' 
2 Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan. 

j 
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur 

I 
sebagai 

penyelenggara :Pemerintahan Daerah 
pelaksanaan }rrusan pemerintahan 
kewenangan daprah otonom. 

yang memimpin 
yang menjadi 

! 
4. Dewan Perwak\ilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DP,b adalah lembaga perwakilan rakyat 
daerah yang be;rkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan I daerah, yang menjalankan fungsi 
pembentukan 

1

1 peraturan daerah, anggaran, dan 
pengawasan. 

i 
l 

l 
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Provinsi Sum4tera Selatan. 

6. Bupati/Walikcl>ta adaJah Bupati/Walikota dalam wilayah 
Provinsi Sumdtera Selatan. 

7. Pemajuan KJbudayaan adalah upaya meningkatkan 
ketahanan bLdaya dan kontribusi budaya ditengah 
peradaban dJnia melalui perlindungan, pengembangan, 
pemanfaatan,,dan pembinaan kebudayaan. 

8. Arsitektur adalah seni dan ilmu merancang suatu 
konstruksi b4ngunan yang meliputi tata-ruang waktu 
dari lingkungdn hidup manusia. I 

9 .  Pemanfaatan Kebudayaan adaJah upaya pendayagunaan 
Objek PemajJan Kebudayaan untuk menguatkan nilai­
nilai sosial dJn budaya di Sumatera Selatan. 

10 .  Objek Pemaju�n Budaya adaJah unsur kebudayaan yang 
menjadi sasarln utama Pemajuan Kebudayaan. 

I 

11. Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri 
Budaya di spmatera Selatan adalah arsitektur yang 
mencerminka11 jati diri budaya masyarakat di Sumatera 

! 
Selatan, did�sarkan atas nilai-nilai yang diwariskan 
secara turun �emurun yang bersumber dari tata ruang 

I 
dan tata beRtuk bangunan adat Sumatera Selatan 
dan/ atau unstr lain dari budaya Sumatera Sela tan. 

12. Bangunan addlah wujud fisik basil pekerjaan konstruksi 
yang menyat� dengan tempat kedudukannya, sebagian 
atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah 
dan/atau air. j 

13. Bangunan Gedung adaJah bangunan yang berfungsi I 
sebagai tempa� hunian manusia melakukan kegiatannya, 
baik untuk alau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, i 
kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun 
kegiatan khusbs. 

14 .  Bentukan Banbnan adaJah komponen dan/atau unsur­
unsur yang I digunakan untuk membentuk suatu 
bangunan. I 

15. Elemen Bangunan merupakan bagian dari bangunan 
gedung yang lnenjadi unsur penyusun bangunan dan/ 
atau penguat 1 anggam bangunan gedung yang memiliki 
karakter sesuai dengan Arsitektur Bangunan Gedung 
Berornamen Jhti Diri Budaya di Sumatera Selatan . • 

16. Ornamen adalah seni menghias yang mengandung unsur 
dekoratif yatjg merupakan bagian pelengkap dari 
bangunan geiung berbentuk dua dimensi atau tiga 
dimensi yan� digunakan untuk mernperindah dan 
memperkuat i kesan, langgam, maupun karakter 
Arsitektur sJngunan Gedung Berornarnen jati diri 
budaya di sJmatera Selatan dari sebuah bangunan 
gedung. I ' 

j 

I 
r . 
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17. Simbol adaJah 8'

1

ebuah objek dapat berupa tanda, garnbar, 

atau lambang yang berfungsi sebagai sarana untuk 

mempresentasiJan sesuatu hal yang bersifat abstrak. 

18. Motif adalah elemen pokok atau bentuk dasar dalam 

penciptaan/perwujudan suatu karya seni ornamen. 

19. Langgam adalah gaya, model, cara , adat atau kebiasaan 

yang berlaku pada suatu kelompok masyarakat Sumatera 

Selatan. 

X> .  Tata Ruang Tapak adalah perencanaan pemanfaatan 

lahan sesuai depgan peruntukan ruang. 

21. Lingkungan Binaan adalah suatu lingkungan yang 

ditandai dominasi struktur buatan rnanusia. 

22. Persyaratan Arsitektur adalah persyaratan yang 

berkaitan dengan bentuk dan karakter penampilan 

bangunan gedung, tata ruang dalam, dan 

keseimbangan/keselarasannya dengan lingkungannya. 

23. Budaya Daerah di Sumatera Selatan adalah budaya yang 

terbentuk dan I diwariskan dari generasi ke generasi 

sesuai denganl nilai-nilai yang berkembang dalam 

masyarakat di Jumatera Selatan. 

yang menjadi ciri pengenal dari suatu bangsa/suku/ 

etnik. 

25. Pelestarian ada:Iah upaya perlindungan, pengembangan, 

dan pemanfaauln budaya daerah secara dinamis. 

Pasal 2 

Arsitektur Bangunan Gedung Beromamen Jati Diri Budaya di 

Sumatera Selatan diselenggarakan berlandaskan pada asas: 

a jati diri; 

b .  perlindungan; ' 

c .  pelestarian; ! 
d. keserasian dan ·keterpaduan; 

I 
e. keseimbangan; 

( kemanfaatan; 
g. partisipasi masyarakat; 

h. toleransi; 

L kelokalan; dan 

J. ketertiban dan keteraturan. 
I 
I 

l 
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Pasal 3 

Peraturan Daerah if bertujuan untuk: 
a. memajukan dan memanfaatkan nilai budaya masyarakat di 

Sumatera Selatan, khususnya Arsitektur Bangunan 
Gcdung Berornamen Jati Diri Budaya di Sumatera Selatan 
yang terwujud pada bangunan gedung; 

b. mendorong serta memberdayakan nilai - nilai Arsitektur 
Bangunan Ge4ung Beromamen Jati Diri Budaya di 
Sumatera Seladm yang mencenninkan dan memperteguh 

jati diri masyarakat dan budaya Sumatera Selatan; dan 
c. mendorong teryujudnya peningkatan 

tarik pariwisataldi Sumatera Selatan. 

Pasal 4 

destinasi dan daya 

Ruang lingkup dafi Peraturan Daerah ini meliputi : 
a. pemanfaatan unsur arsitektur bangunan gedung 

berornamenjati diri budaya di Sumalera Selatan; 
b. pelaksanaan; 1 
c. pembinaan danl

pengawasan; 
d. kooridnasi dan kerjasama; 
e. peran serta ma yarakat; 
f. penghargaan; 

g .  pen·oanaan; 
h.  sanksi adminisb-asi. 

i 
BABU 

PEMANFAATAN UNSUR ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG 

BERORNAMEN JATI DlRl BUDAYA 

DI SUMATERA SELATAN 

Pasal 5 
(1) Bentukan bangunan yang dapat menggunakan Ianggam 

Arsitektur Bangunan Gedung Beromamen Jati Diri 
Budaya di Sukatera Selatan merupakan 
a model arsitektur Ru.mah Iliran (Rumah Limas) dan 

Uluan (Rumah Ulu Cara Ogan, Rumah Ulu Cara 
Komering, tu.mah Ulu Minanga, Lamban Tuha, Rumah 
Baghi Besemah, Ruroah Baghi Semendo, dan lain-lain; 

h bentukan atap rumah lliran dan Uluan; dan / atau 
c unsur ornapien atau dekoratifnya. 

(2) Model arsitektur rumah Iliran dan Uluan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan model 

I 
arsitektur ruipah adat yang ada dan hidup ili Sumatera 
Selatan sesuai dengan kekhasannya masing-masing. 
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(3) Bentukan ata
J 

rumah Iliran dan Uluan sebagaimana 

dimaksud padalayat (1) huruf b mcrupakan bentukan atap 

rumah lliran di Uluan yang ada dan hidup di Sumatera 

Selatan sesuai dengan kekhasannya masing-masing. 

Pasal 6 

(1) Penerapan unsur omamen atau dekoratir pada bangunan 

gedung dapat berupa ukiran, maupun omamen pada tiang 

kolom, dinding, maupun tempat yang lain dengan tetap 

memperhatikan: kepantasan dan keserasiannya. 
I 

(2) Berbagai motif1dan corak yang dapat digunakan sebagai 

unsur dekoralif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dalampenerapan arsitektur bangunan gedung beromamen 

jati diri budaya di Sumatera Selatan adalah : 

a motif Pucuk Re bung; 

b. motif Pakis/Paku ;  

c. motif Sunga Melur ; 
d motif Bunga Tanjung ; 

e. motif Sunga (ecubung ; 

£ motif Nanas 

g motif Srikaya ; 

h motif Lupis : 
1 motif Kencana Mandaluke/Bebulan; 

J- motif Sisi k Ttenggiling ; 

k motif Buah Benunu; 

l motif Muhan;imad Betangkup; 

m motif Matahari; 

n motif Ulir; 
o. motif Pakis Tanduk Rusa; dan 

p. dan lain-lain. 

Pasal 7 ' 
Simbol-simbol laih yang dapat diterapkan dalam Arsitektur 

Bangunan Geduhg Berornamen Jati Diri Budaya di 

Sumatera Sela� dapat berupa 

a simbol di atap Rumah Limas berupa Simbar serta Tanduk 

Kam bing Tiga, Empat dan Lima; 

b simbol Tunjuk Langit; atau 
c simbol lainnya yang berhubungan dengan jati diri budaya 

masyarakat di Sumatera Selatan. 

I 
l 
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Pasal 8 

Bentuk bangunJ, ornamen atau dekoratif, dan simbol­
simbol lainnya sbbagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 
Pasal 6, dan Pasai 7, mengjkuti dan menyesuaikan dengan 
nilai-nilai adat dan kebudayaan masyarakat di Sumatera 
Selatan menurut dan sesuai dengan Budaya Sungai 
{riverine culture} Batang Hari Sembilan. 

BABJJJ 
PELAKSANMN 

Pasal 9 
(1) Unsur Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri 

Budaya di sJmatera Selatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ditempatkan dan dimanfaatkan pada 
bangunan gedung pemerintah yang berada dalam Wilayah 
!bu Kota Provinsi menggunakan bentukan atap rumah 
limas serta ornamen yang disesuaikan. 

(2) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dapat berUipa : ' 
a.  Pemerintahj Provinsi; 
b .  badan us�h a  milik negara/badan usaha milik 

daerah; 

pemerin� provinsi; dan 
d. perorangany swasta yang berada pada kawasan Cagar 

Budaya Sumatera Selatan. 
(3) Unsur arsitektrr gedung bangunan berornamen jati diri 

budaya di Sumatera Selatan wajib dilaksanakan terhadap ' 
bangunan baru milik pemerintah, sedangkan untuk 
bangunan lama menyesuaikan melalui renovasi/ 
rehabilitasi. 

(4) Setiap pintu masuk dan keluar wilayah Sumatera Selatan 
agar menempatkan dan memanfaatkan bentuk atap 
Rumah Limas dengan Simbar serta Tanduk Kambing. 

(5) Pintu masuk dan keluar sebagaimana dimaksud pada 
ketent:uan ayatl (6) di at.as dapat berupa: 
a .  tugu/gerban�/gapura perbatasan antar provinsi; 
b. bandara; 
c. pelabuhan laut untuk barang dan penumpang; 
d. stasiun kereta api; 
e. pintu gerbang to!; dan/atau 
f. terminal bus antar provinsi. 

(6) Bangunan gec\ung milik perorangan/swasta dianjurkan 
untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat 
dalam Pasal 5,,Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini. 
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(7) Pengaturan lebi lanjut mengenai tata cara pemajuan dan 
pemanfaatan )rsitektur Bangunan Gedung Berornamen 
Jati Diri Budjya di Sumatera Se\atan diatur dalam 
Peraturan Gubemur. 

BAB IV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
Pasal 10 

(1) Pembinaan dan Pengawasan penerapan Arsitektur 
Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya di 
Sumatera Sclailin dilaksanakan oleh Gubcrnur. 

(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang 
membidangi urusan bidang kebudayaan dan/ atau 
kepariwisataan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan 
pengawasan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB V 
I 

KO<DRDINASJ DAN KERJASAMA 
Pasal 1 1  

Dalam Pelaksanaan Arsitektur Bangunan Gedung 
Berornamen Jati Diri Budaya di Sumatera Selatan dapat 
dilakukan koordipasi dan kerjasama dengan Pemerintah 
Kabupaten/Kota �e-Sumatera Sela.tan. 

(1) Masyarakat 

BABVl 

Pll:RAN SERTA MASYARAKAT 
Pasal 12 

dapat berperan serta 

penyelenggaraan Arsitektur Bangunan 

dalam 
Gedung 

Berornamen Jati Diri Buda.ya di Sumatera Selatan. 
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada 

! 
ayat ( l )  dapat pilakukan oleh 

I a. perorangan; 
I 

b. kelompok; 
c. organisasi kemasyarakatan; dan 
d. ahli bangunan gedung. 

(3) Ketentuan 
prosedur 
dimaksud 
Gubernur. 

lebih lanjut mengenai standar operasional 
peran serta masyarakat sebagaimana ' 
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan 
i 

I 

l 
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BAB VII 

PENGHARGAAN 

Pasal 13 

(1) Penggunaan unsur Arsitektur Bangunan Gedung 

Berornamen 
1
ati Diri Budaya di Sumatera Selatan oleh 

perorangan atau swasta dapat diberikan penghargaan. 

(2) Memberikan lpenghargaan kepada perorangan atau 

swasta sebagiimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

oleh Pemerintah Provinsi. 

(3) Pengaturan 1lbih lanjut 
! 

mengenai bentuk, kriteria, 

cara pemberian penghargaan 

( 1) ditetapkan dengan Peraturan 

standar danl tata i 
dimaksud pa1a ayat 

Gubernur. l 

BAB VIII 

PENDANAAN 

i 
Pasal 14 

Pendanaan peny9Ienggaraan Arsitektur Bangunan Gedung 

Berornamen Jati !Diri Budaya di Sumatera Selatan berasal 

dari Anggaran Pe]ildapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan 

Sumber Pendanadn lain yang Sah dan tidak mengikat sesuai 

dengan ketentuanlPeraturan Perundang-undangan. 

I 

I 
BAB IX 

l SANKS! ADMINISTRATIF 

I Pasal 1 5  

Pelanggaran terh
1
adap ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 aylt (1), dapat dikenakan sanksi administratif 
I berupa : ! ' 

I. I a teguran 1san ; 

b .  teguran tertuli� ; dan 

c .  sanksi adm")lstratif lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan per�ndang -undangan. 

I 
I 
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Ditetapkan di Palembang
pada tanggal HI 1101 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

L
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IL BABXrTENTUAN PERALIHAN

I Pasal 16

Dengan berlakuny,a Peraturan Daerah ini, maka semua
Peraturan Daerahl danfatau Peraturan Gubernur yang
mengatur materi ~ang sama, sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Ij>aerahini, dinyatakan tetap berlaku.

I
t BABXl
!KETENTUAN PENUTUP
II Pasal 17

Peraturan Gubernrur sebagai petunjuk pelaksanaan dari
Peraturan Daerahl tentang Arsitektur Bangunan Gedung
Berornamen Jati Diri Budaya di Surnatera Selatan harus
ditetapkan paling lLna 6 (enam) bulan sejak diundangkannya

Peraturan Daerah irli.

Pasa! 18
I

Peraturan Daerat mi mulai berIaku pada tanggal
diundangkan. '

Agar setiap olang mengetahuinya, mernerintahkan
pengundangan perlturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran D~erah Provinsi Sumatera Selatan .
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